BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu , dengan mencermati
data dan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan
oleh tenaga kerja asing, dapat di selesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu
dilakukukan tindakan keimigrasian (non yustitial) dan dilakukan
penyidikan (pro yustitia).

a. Tindakan keimigrasian (administratif) yang penyelesaiannya dapat
langsung diputusakn oleh pejabat imigrasi dan sanksinya dapat berupa:
1). pembatasan, perubahan atau pembatal izin keberadaan;
2). larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di
wilayah Indonesia ;
3). keharusan untuk berdiam pada suatu tempat tertentu di wilayah
Indonesia ;
4). pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan
masuk ke wilayah Indonesia.
b. Tindakan pro yustitia sanksinya dapat berupa pidana penjara dan
denda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
penyelesaiannya harus melalui  proses peradilan dan keputusan

sanksinya diputuskan oleh hakim. Fakta dilapangan penyelesaiannya
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langsung diputuskan oleh pejabat imigrasi untuk dikenakan tindakan
keimigrasian (deportasi), dikarenakan :
1). Tidak adanya biaya penyidikan ;
2). kurangnya sumber daya manusia atau PPNS yang profesional ;
3). bila melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama ;
4). adanya denda damai antara pelanggar dengan pejabat imigrasi
2. Bentuk kerugian negara akibat dari pelanggaran keimigrasian adalah :

a. Dari segi materiil negara akan dirugikan apabila tenaga kerja asing
yang bekerja di Indonesia tanpa menggunakan visa bukan untuk
bekerja dikarenakan  penerimaan negara melalui biaya-biaya
keimigrasian dan pajak yang seharus diterima, meliputi biaya
permohonan : visa tinggal terbatas, Kartu Izin Tinggal Terbatas,
multiple atau re entry permit, fiskal untuk keluar dari Indonesia, dana
kompensasi, pajak penghasilan. Berdasarkan data deportasi yang ada
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk pelanggaran Ps 50 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 atau penyalahgunaan izin tinggal
diperkirakan negara dirugikan sebesar 914 x Rp 14.200.000,- =
Rp 12.978.800.000,- dan untuk pelanggaran over stay/Pasal 51
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diperkirakan negara dirugikan
sebesar 3152 x Rp 5.000.000,- = Rp 15.760.000.000,-

b. Disisi lain salah satu dampak masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia
adalah peningkatan persaingan dalam memperebutkan kesempatan

kerja di Indonesia terutama disektor-sektor yang memerlukan
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pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan pelarian devisa ke luar

negeri serta mengurangi kesempatan pekerjaan masyarakat Indonesia.

B. SARAN-SARAN.

1.

Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, pasal-pasal dalam
Keputﬁsan Menteri dan petunjuk pelaksanaannya yang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian agar
dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya.
Untuk kedepan tindak lanjut dari pengawasan seyogyanya keputusan
tindakan keimigrasian tertentu dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor
Wilayah. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini
Kepala Divisi Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyidik imigrasi agar
diadakan Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi pejabat
imigrasi yang ditempatkan pada seksi pengawasan keimigrasian.
Menganggarkan biaya proses penyidikan dalam anggaran .

Mengeluarkan instruksi Direktur Jenderal Imigrasi yang ditujukan kepada
pejabat imigrasi di seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan penyidikan
terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana keimigrasian yang

tergolong kejahatan dan pelanggaran.
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